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PUTUSAN

Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Sei  Rampah  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  tertentu  dalam tingkat  pertama,  dalam sidang  Majelis  Hakim,  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Lahir  di  Pantai  Labu 19 Oktober  1981,  umur 38 tahun,  agama

Islam, pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan guru,

warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten

Serdang Bedagai, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di  Medan 03 Desember 1987, umur 31 tahun, agama Islam,

pendidikan  terakhir  SMK,  pekerjaan  wirausaha,

warganegara  Indonesia,  tempat  tinggal  di  Kota

Medan, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2020

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 11

Mei 2020 dengan  register  perkara  Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Srh,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah menikah pada tanggal  03 April

2009 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat

PPN KUA, Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Nomor :

149/39/IV/2009 tertanggal 04  Mei 2020;
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya

suami-istri  (ba’da  dukhul),  dan  tinggal  bersama  di  rumah  orang  tua

Penggugat sesuai alamat Penggugat diatas; 

3. Bahwa  dari  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  telah  di

karuniai seorang anak laki-laki, lahir pada tanggal 13 September 2013, dan

telah meninggal pada tanggal 21 September 2013;

4. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  rukun  dan

harmonis  selama  setahun.  Namun  sejak  tahun  2010  kehidupan  rumah

tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan;

a. Tergugat mengkonsumsi narkotika, berjudi dan sering pulang larut

malam;

b. Tergugat berkata kasar dan memaki Penggugat;

c. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

d. Tergugat sering menuntut karena belum memiliki keturunan;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada

bulan  Februari  2018,  dimana  Tergugat  marah-marah  hanya  karena

Penggugat  mencoba  untuk  membangunkan  Tergugat  yang  sedang  tidur

untuk  membuka  kembali  usaha  Penggugat  dan  Tergugat  yang  sempat

tutup  selama  dua  minggu.  Karena  pertengkaran  tersebut,  Tergugat

memanggil  orang  tua  Tergugat  untuk  datang  kerumah  orang  tua

Penggugat,  dan  dalam  mediasi  itu  antara  Penggugat  dan  Tergugat

memutuskan  untuk  berpisah  dengan  karena  sudah  tidak  ada  lagi

keharmonisan  dalam  rumah  tangga.  Sejak  saat  itu  hak  dan  kewajiban

antara  Penggugat  dan Tergugat  tidak  terlaksana sebagaimana mestinya

hingga saat ini; 

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat

dengan Tergugat agar hidup rukun kembali  dalam rumah tangga, namun

tidak berhasil;

7. Bahwa dengan alasan tersebut  di  atas,  Penggugat  merasakan rumah

tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  dapat  dipertahankan  lagi,

maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
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Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk

menetapkan  hari  persidangan,  memanggil  para  pihak,  memeriksa  dan

mengadili  perkara ini  serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini  sesuai

ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap

sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah,  walaupun  Tergugat  telah  dipanggil

secara resmi dan patut;

Bahwa  meskipun  Penggugat  telah  hadir  di  persidangan  sementara

Tergugat  tidak  hadir  sehingga  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan,  namun

demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat

dan saran kepada Penggugat  agar bersabar dan berbaikan kembali  dengan

Tergugat  untuk  dapat  mempertahankan  rumah  tangganya  akan  tetapi  tidak

berhasil,  selanjutnya dibacakanlah surat  gugatan tersebut  yang dalil-dalilnya

tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa oleh  karena  Tergugat  atau  kuasanya  yang  sah  tidak  pernah

hadir di  persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak

dapat  didengarkan,  meskipun  demikian  karena  perkara  a  quo mengenai

perceraian,  maka  kepada  Penggugat  tetap  dibebankan  untuk  membuktikan

dalil-dalilnya;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat:
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- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan Pantai Cermin Nomor 149/39/IV.2009 tanggal  04  Mei 2020,

kemudian  Ketua  Majelis  mencocokkan  dengan  aslinya  dan  telah

dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode (Bukti P);

2. Bukti Saksi:

2.1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan PGAN, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, alamat di  Desa Pantai  Cermin,  Kec. Pantai  Cermin,

Kab.  Serdang  Bedagai,  di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri

yang sah, karena saksi adalah kakak kandung  Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

- Bahwa,  selama  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat

bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa,  dalam  perkawinan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat

telah dikaruniai satu (1) orang anak;  

- Bahwa, setahu saksi awal  rumah tangga Penggugat dan Tergugat

baik-baik  saja,  namun  keduanya  terlihat  sudah  tidak  rukun  sejak

tahun  2010,  Penggugat  dan  Tergugat  sering  bertengkar  dan

berselisih  disebabkan  karena  Tergugat  mengkonsumsi  narkoba,

serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa  saksi   melihat  dan  mendengar  ketika  Penggugat  dan

Tergugat sedang bertengkar;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah

sejak  bulan  Februari tahun  2018 yang  lalu,  Penggugat  yang

meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat tidak pernah datang menjemput

Penggugat;

-   Bahwa, sebagai  orang dekat  Penggugat  dan Tergugat  saksi  telah

berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya ;
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2.2. Saksi II,  umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata 1, pekerjaan

Guru Honorer, alamat di Desa Pantai Cermin, Kec. Pantai Cermin, Kel.

Serdang  Bedagai,  di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri

yang sah, karena saksi adalah kakak sepupu  Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami  Penggugat; 

- Bahwa,  selama  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat

bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa,  dalam  perkawinan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat

telah dikaruniai satu (1) orang anak;  

- Bahwa, setahu saksi awal  rumah tangga Penggugat dan Tergugat

baik-baik saja, namun sejak tahun 2010 keduanya sudah mulai tidak

rukun,  disebabkan  karena  Tergugat  meminum  minuman  keras,

berselingkuh dan sering menuntut Penggugat untuk memberikannya

anak;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar ketika Penggugat dan Tergugat

sedang bertengkar;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah

sejak  2018,  Penggugat  yang  meninggalkan  tempat  kediaman

bersama;

- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat tidak pernah datang menjemput

Penggugat;

-   Bahwa, sebagai  orang dekat  Penggugat  dan Tergugat  saksi  telah

berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup

dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada

pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi  mengajukan apapun

dan mohon putusan;
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Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan gugatan perceraian yang

menjadi sengketa perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Agama Sei Rampah

secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan

Pasal  49  ayat  1  huruf  (a)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang

Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk

menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal

Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg  jo.  Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara

resmi dan patut;

Menimbang,  bahwa  terhadap  panggilan  tersebut,  Penggugat  telah

datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah

hadir  dan  tidak  pula  mengutus  orang  lain  sebagai  wakil/kuasanya  dan

ketidakhadirannya  tanpa  suatu  alasan  yang  sah,  juga  tidak  mengajukan

tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Penggugat tetap

datang  menghadap  di  persidangan  dan  gugatan  Penggugat  dipandang

berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan

Pasal 50 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9

Tahun 1964 Perihal Putusan Verstek perkara ini dapat diperiksa dan diputus

tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata

mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan.  Meskipun  demikian,  Majelis  Hakim  telah  berusaha  dengan

sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan

niatnya  untuk  bercerai  sebagaimana  diamanatkan  Pasal  31  Peraturan
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang

telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-

undang  Nomor  50  Tahun  2009,  akan  tetapi  usaha  tersebut  tidak  berhasil

sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang,  bahwa terhadap gugatan Penggugat  yang dibacakan di

persidangan,  Penggugat  menyatakan  tetap  pada  pendiriannya  yang  pada

pokoknya ingin bercerai dari Tergugat karena sejak tahun 2010 rumah tangga

Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi  pertengkaran  terus  menerus,

disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi minuman keras, kasar, dan tidak

memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat

dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layakanya suami dan

isteri hingga saat ini;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  sependapat  dan  mengambil  alih

pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an  Juz II hal. 405 yang berbunyi:

Artinya:  Barang siapa yang dipanggil  untuk  menghadap hakim Islam,

kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah

haknya;

Menimbang,  bahwa  dengan  tidak  pernah  hadirnya  Tergugat  di

persidangan,  maka  dapat  ditafsirkan  Tergugat  telah  mengakui  seluruh  dalil

gugatan Penggugat,  sehingga dalil-dalil  gugatan Penggugat  dianggap benar

dan terbukti; 

Menimbang, bahwa karena perkara ini  merupakan perkara perceraian,

untuk  menghindari  adanya  rekayasa  dalam  perceraian  dan  berdasarkan

ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka

Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran

yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah  mengajukan  bukti  surat yakni  fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah,  yang

merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan

aslinya, dan oleh Majelis Hakim diberi tanda (P). Oleh karena itu, bukti tersebut
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telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo.

Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta

Nikah merupakan fotokopi akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki

kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUHPerdata dan

Pasal  285 R.Bg),  sehingga  terbukti  bahwa Penggugat  dan  Tergugat  adalah

suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih

dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dan

berkepentingan hukum dengan Tergugat sehingga berkualitas sebagai legitima

persona standi in judicio dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa  Penggugat  mendalilkan  bahwa  Penggugat  dan

Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan

secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Penggugat merasa

mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  dari  posita  gugatan  Penggugat,  Majelis  Hakim

menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Tergugat adalah karena dalam

rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  telah  terjadi  perselisihan yang terus

menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan

ketentuan Pasal 19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo.

Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam  oleh  karena  itu  secara  formal

gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  juga  telah  mengajukan  saksi-saksi,

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam

duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah

dewasa  serta  sebagai  orang  dekat  Penggugat  dan  sebelum  memberikan

kesaksian  sudah  terlebih  dahulu  diambil  sumpahnya  oleh  Majelis  Hakim

sehingga  telah  memenuhi  syarat  formil  sebagai  saksi sebagaimana  diatur

dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
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dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  (satu)  dan  saksi  2  (dua)

Penggugat tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  fakta  yang  dilihat  dan  didengar

sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,

oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil,

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  (satu)  dan  saksi  2  (dua)

Penggugat  bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain  ( link  and

match), oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal

Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  diajukan  oleh  Penggugat

dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi serta relevan

dengan dalil-dalil  gugatan Penggugat,  oleh karena itu Majelis Hakim menilai

kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang

sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019,  ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir  dan

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara

Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  rumah,  tidak  berada  lagi  dalam  satu

kediaman bersama, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri

lagi yang telah berlangsung sejak bulan Februari 2018 hingga sekarang lebih

kurang  selama  2  tahun  3  bulan tidak  saling  menghiraukan  lagi,  telah

menunjukkan  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  kehilangan

kebahagiaan  sebagai  representasi  keterikatan  lahir  batin,  oleh  karenanya

menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan
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telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana Penggugat dan Tergugat tidak

dapat  lagi  mewujudkan  kebahagiaan  yang  kekal  lahir  batin  dalam

perkawinannya; antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin

yang kuat (mitsaqon gholizhon) yang merupakan penggerak kehidupan dalam

sebuah  rumah  tangga,  sudah  tidak  saling  mencintai  dan  tidak   saling

membutuhkan,  dan  tujuan  perkawinan  untuk  menciptakan  keluarga  yang

sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum

ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang,  bahwa  dalam  ketentuan  Pasal  19  huruf  f  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

ditegaskan bahwa  “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri

terus menerus terjadi  perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang,  bahwa  yang  dimaksudkan  perselisihan  dalam  rumah

tangga tidaklah hanya identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat

dinyatakan  telah  terjadi  perselisihan  jika  hubungan  antara  pasangan  suami

isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi,

dengan  ditemukannya  fakta  bahwa  Penggugat  harus  pergi  meninggalkan

Tergugat, dan kemudian berlanjut pada suatu kenyataan sebagai fakta hukum,

di  mana  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  pisah  rumah,  dan  tidak

menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi, menunjukkan bahwa

antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  lagi  saling  percaya  dan  saling

pengertian dan sudah tidak ada lagi  komunikasi  suami isteri  yang harmonis

yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, apalagi

pihak  keluarga  telah  berupaya  mendamaikan,  bahkan  Majelis  Hakim  telah

berupaya secara maksimal menasehati Penggugat namun tetap tidak berhasil,

Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dengan demikian

patut  dinyatakan  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  lagi

memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain, baik lahir maupun batin atau

dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah. Oleh karena itu,
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Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk

menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah

sebagaimana maksud ketentuan  Pasal  3  Kompilasi  Hukum Islam,  dan atau

Penggugat  dan  Tergugat  telah  kehilangan  ekspektasi  untuk  kembali  rukun

sebagai  suami  istri  yang  merupakan  unsur-unsur  terpenuhinya  alasan

perceraian  sebagaimana  dimaksudkan  dalam  ketentuan  Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil

alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak

hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup

berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak

berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah

merupakan  fakta  hukum  yang  cukup  untuk  alasan  dalam  suatu  perceraian

sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat

selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling

mencintai,  saling  pengertian  dan  saling  melindungi  dan  bahkan  Penggugat

tetap  sudah  tidak  lagi  berkeinginan  untuk  meneruskan  rumah  tangganya

dengan Tergugat maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh

melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari akses

negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas

kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layak

rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  tersebut  dibubarkan atau diceraikan

daripada tetap dipersatukan;

Menimbang  bahwa  pada  dasarnya  tujuan  inti  hukum  Islam  dapat

dirumuskan dengan kalimat: 

 (menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat) mengandung

pengertian  tujuan  disyariatkannya  hukum  termasuk  di  dalamnya  hukum
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perkawinan,  adalah  untuk  kemaslahatan  dalam  arti  untuk  kebaikan,

keselamatan  dan  kebahagiaan  manusia  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat.

Sehingga  bila  bertentangan  antara  mafsadat  dengan  manfaat,  maka  lebih

utama menjauhkan mafsadat daripada mengejar mashlahat yang belum tentu

dapat diraih;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada

pendapat ahli fiqih dalam kitab  Ghoyatul Marom yang selanjutnya diambil alih

sebagai pendapat  Majelis Hakim, yang berbunyi:

Artinya  “Dan apabila  seorang isteri  sudah sangat  benci  (tidak  cinta)

pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan

talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah

cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana  dimaksud Pasal 39

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 Huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan  Agama,  serta  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  5

tahun  2019  Tentang  Jenis  Dan  Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan

Pajak  Yang  Berlaku  Pada  Mahkamah  Agung  Dan  Badan  Peradilan  Yang

Berada Di Bawahnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.  Menyatakan Tergugat  yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut  untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;
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2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.516.000,00 (Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 Masehi

bertepatan dengan tanggal  19 Syawal  1441 Hijriyah,  oleh kami  Nusra Arini,

S.H.,  M.H.  sebagai  Hakim  Ketua  Majelis,  Nurhayati  Hasibuan,  S.H.I.  dan

Istiqomah  Sinaga,  S.H.I.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan

tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang

yang terbuka untuk umum dengan didampingi  para Hakim Anggota tersebut

dan dibantu Nur Azizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

dto

Nusra Arini. S.H.I. M.H.
Hakim Anggota

dto

Nurhayati Hasibuan, S.H.I.

Hakim Anggota

dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I.
Panitera Pengganti

dto

Nur Azizah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:
1. Biaya Pendaftaran :Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara :Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan :Rp400.000,00
4. PNBP Panggilan :Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi :Rp10.000,00
6. Biaya Meterai    :Rp6.000,00  
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      Jumlah      Rp 516.000,00
          (Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah
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